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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Hasil Cetakan 

(Screenshot/Printscreen) dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pornografi (Studi 

Putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg).” Pornografi merupakan tindakan 

criminal yang bersifat cabul dan eksploitasi seksual dalam pornografi 

merupakan tindakan kriminal yang bersifat cabul dan eksploitasi seksual 

dalam bentuk media komunikasi yang melanggar norma kesusilaan. 

Pengaturan tidak pornografi diatur dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 

2008 tentang Pornografi. Hukum pidana Indonesia mengatur tentang alat bukti 

yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Akan tetapi, seiring berjalanannya perkembangan muncullah alat bukti baru 

yang tidak diatur dalam KUHAP yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti 

elektronik seperti screenshot seringkali digunakan dalam persidangan, karena 

alat bukti ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana dengan 

kekuatan dan keabsahan dari alat bukti screenshot serta bagaimana 

pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti screenshot dalam 

tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis 

adalah metode penelitian normatif. Sumber data sekunder merupakan sumber 

data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun 

melalui sumber lain seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, 

peraturan, perundangan, dan sebagainya. 

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis terhadap permasalahan ini 

adalah kekuatan pembuktian alat bukti screenshot atau printscreen dalam 

persidangan sangatlah lemah dan diragukan dilihat dari unsur alat bukti 

elektronik akan tetapi dalam hal keterangan keterangan lainnya dapat memper 

tebal keyakinan hakim. 

 Kata kunci : Screenshot, Pornografi, Pembuktian, UU ITE 
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BAB I 

 

A. Latar Belakang 

 

Saat ini perkembangan teknologi informasi telah terjadi diseluruh dunia. 

Bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang, sehingga  

teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan suatu 

bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya 

era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah 

karena perkembangan pesat teknologi informasi. Ada 2 (dua) hal yang 

membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam pertumbuhan 

ekonomi dunia yaitu teknologi informasi mendorong permintaan atas 

produk-produk teknologi informasi itu sendiri dan memudahkan transaksi 

bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya1. 

Teknologi diera globalisasi seperti sekarang ini, informasi dengan mudah 

memasuki rumah, sekolah, dan institusi agama dimana masyarakat diseret  

menjadi penikmat dan pengakses berbagai bentuk informasi revolusi 

kultural di negara-negara atau bangsa-bangsa di muka bumi. Masyarakat 

terus-menerus diberi hidangan bernama “menu perubahan” yang 

mengarahkan kepada masyarakat agar menjadi manusia lain, corak manusia 

yang sesuai dengan target- target dari rezim globalisasi2. 

Teknologi komunikasi dan komputer juga ikut berkembang dengan pesat 

 
1 Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan 

Berteknologi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.1 
2 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime) 

(Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 2 
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bersamaan dengan informasi. Teknologi komunikasi dan komputer 

melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. 

Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah 

mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi 

dan berinteraksi antar-individu dengan menggunakan komputer tanpa 

terhalang batas geografis3. 

Perkembangan teknologi diera digital seperti sekarang ini bertumbuh 

semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga tahun kedepannya. 

Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam dan 

didukung dengan fasilitas internet yang dapat diaskses dimanapun dan 

kapanpun. Perkembangan teknologi saat ini diikuti dengan pesatnya aplikasi 

media sosial seperti facebook, twitter, whatsapp, instagram dan lain-lain. 

Seseorang dapat mengakses akun  media sosial miliknya dengan bebas baik 

melalui perangkat komputer ataupun dengan telepon genggam dimanapun 

dan kapanpun. 

Disamping itu, perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia tanpa 

batas lagi, dan menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat secara 

signifikan. Permasalahan yang sering terjadi saat ini ketika seseorang 

kurang bijak dalam hal menggunakan akun media sosialnya sehingga dapat 

menjadi bumerang bagi pemilik akun media sosial itu sendiri. Saat ini 

teknologi menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan 

 
3 M. Yustia A, “Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cybercrime”, 

Pranata Hukum Volume 5 No. 2, 2010, diakses dari 

https://www.neliti.com/id/publications/26724/pembuktian-dalam-hukum-pidana-indonesia-

terhadap-cyber-crime, hlm. 77 

https://www.neliti.com/id/publications/26724/pembuktian-dalam-hukum-pidana-indonesia-terhadap-cyber-crime
https://www.neliti.com/id/publications/26724/pembuktian-dalam-hukum-pidana-indonesia-terhadap-cyber-crime
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kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban 

manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.4 

Perkembangan teknologi dapat membawa sisi positif dan negatif yang 

sangat mempengaruhi kehidupan. Salah satu sisi negatif yang dirasakan 

yakni kejahatan dunia maya atau Cyber space disebut juga dengan nama 

Cyber Crime. Cyber Crime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas 

kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran 

atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kedalam kejahatan Cyber 

Crime adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu 

kredit/carding, confidence fraud, penipuan indentitas, pornografi anak, 

flioence, dan lainlain5. 

Meskipun bersifat virtual, kegiatan Cyber dapat dikategorikan sebagai 

tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kenyataannya saat ini tidak lagi 

sederhana, mengingat kegiatannya tidak bisa lagi dibatasi oleh suatu negara, 

aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, 

kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang 

tidak pernah berhubungan sekalipun6. Maka dapat dikatakan tahap 

perubahan ini menjadi sangat mencemaskan. Sehingga wajarlah apabila 

Cybercrime dimasukkan ke dalam jenis kejahatan yang sifatnya 

internasional berdasarkan United Nation Convention Against Transnational 

 

4 Ahmad M.Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, 

(Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1 
5 Catur Nugroho, Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi, 

(Jakarta: Kencan A, 2020), hlm. 115   
6 Ahmad M.Ramli, Op.cit, hlm. 2. 
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Organized Crime (Palermo Convention) November 2000 dan berdasarkan 

Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila7. 

Perkembangan hukum bergerak tidak kalah cepat dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan (sains)8. Perkembangan dan kemajuan teknologi 

informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan 

kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah 

mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru9. Hal ini 

dapat dikaji bahwa hukum tidak hanya sebagai suatu dogmatis yang hanya 

memandang sebagai aturan atau cara pandang sepihak dari sudut 

positivisme hukum, yang harus diterima apa adanya, namun hukum 

berkembang sebagai suatu alternatif yang bisa mengikuti perkembangan 

masyarakat, sesuai kebutuhan dieranya. 

Dalam sistem peradilan pidana memiliki tingakatan proses yaitu 

penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan 

pelaksanaan putusan. Penyelidikan merupakan awal tingkatan proses dalam 

sistem peradilan pidana yang wewenangnya ada pada kepolisian dengan 

ruang lingkup untuk mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan10. 

 
7 M.A. Erwin MAP, Kejahatan Transnasional (Transnational Crime), Markas 

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal, Jakarta, Desember 

2002. 

8 Anton F. Susanto, Ilmu Hukum non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan 

Ilmu Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 186 

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  Dan 

Transaksi Elektronik 

10 Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses 
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Penyidikan adalah tahapan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna 

mencari titik terang dalam suatu tindak pidana11. Setelah dilakukannya 

proses penyidikan, selanjutnya proses penuntutanlah yang dilakukan 

penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang 

berwenang sesuai yang diatur dalam KUHAP12. 

Salah satu perkembangan hukum terjadi dalam peradilan yaitu pada 

proses pembuktian alat bukti oleh jaksa penuntut umum. Alat bukti 

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara 

pidana. Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti yang dikenal berupa 

benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud13. Lalu 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yang dimana terjadi perluasan alat bukti dari yang 

diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Pengaturan alat bukti harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian 

hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia14. 

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 
Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), hlm. 

166 
11 Ibid, hlm. 167 
12 Sugianto, Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia, (Yogyakarta : 

CV Budi Utama, 2018), hlm. 16 
13 Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
14 Evi Lestari Situmorang, “Kajian Yuridis Pembuktian Kejahatan Mayantara 

(Cybercrime) Dalam Lingkup Transnasional”, Jurnal Skripsi, Volume 3 No. 1, 2014, diakses 

pada https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8413, hlm. 1-2. 

 

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8413
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(selanjutnya disingkat KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah 

adalah: 

1. keterangan saksi, 

 

2. keterangan ahli, 

 

3. surat, 

 

4. petunjuk dan 

 

5. keterangan terdakwa. 

 

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel 

negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang 

yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar 

dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang 

sah. 

Adapun alat bukti yang dapat digunakan selain yang diatur dalam 

KUHAP yaitu alat bukti elektronik. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan 

formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Salah satu alat bukti elektronik 

yaitu screenshot yang merupakan cuplikan layar atau tangkapan layar  

(bahasa Inggris screenshot, screen capture, atau screen dump) adalah suatu 

gambar yang diambil oleh komputer untuk merekam tampilan yang tampak 

di layar atau peranti keluaran visual lainnya15. 

Kasus pornografi yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Palembang 

 
15 Ensiklopedia Bebas diakses pada http://kk.sttbandung.ac.id/id3/3042-2940/Cuplikan-

Layar_59634_kk-sttbandung.html tanggal 1 Juni 2021 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Tampilan_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Peranti
http://kk.sttbandung.ac.id/id3/3042-2940/Cuplikan-Layar_59634_kk-sttbandung.html
http://kk.sttbandung.ac.id/id3/3042-2940/Cuplikan-Layar_59634_kk-sttbandung.html
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seperti pada putusan nomor : 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg. Pada putusan 

kasus ini, terdakwa bernama Aris Munandar Alias Ais Bin Umar Fauz 

dimana terdakwa mendistribusikan dokumen yang memilki muatan 

melanggar kesusilaan. Terdakwa mendistribusikan dokumen dengan cara 

mengirim foto dan video yang berbau pornografi kepada dua orang korban 

perempuan yang dimana salah satu korban adalah mantan pacar terdakwa. 

Terdakwa melakukan hal tersebut secara bertahap, dan terdakwa melakukan 

hal tersebut karena merasa sakit hati kepada mantan pacarnya yakni salah 

satu korban. Akibat dari perbuataanya, ia didakwa oleh penuntut umum 

dengan pasal Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) ancaman 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda 

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alat bukti berupa 

screenshoot foto melalui aplikasi whatsapp dan video pornografi durasi 3 

detik serta video pengancaman berdurasi 4 menit 37 detik, dan barang bukti 

berupa 1 (satu) HP Redmi Note 4 warna gold, 1 (satu) buah SIM card XL 

dengan nomor 081995671220, 1 (satu) buah SIM card Simpati dengan 

Nomor 081271654848, 1 (satu) Unit HP Iphone model MGAK2LL/A 

warna putih, 1 (satu) Unit HP VIVO 1714 warna hitam, 1 (satu) buah 

simcard Simpati dengan nomor 081373446060, dan 1 (satu) buah simcard 

Simpati dengan Nomor 08127889242. Terdakwa dipidana melalui putusan 

nomor : 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg yang menyatakan terdakwa terbukti 
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secara sah dan meyakinkan melakukan kasus pornografi dengan dipidana 

(1) satu tahun (6) enam bulan dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000.- 

(dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (4) empat bulan16. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik bagaimana 

membuktikkan alat bukti berupa screenshot di persidangan dan hakim 

mempertimbangkan alat bukti screenshoot/printscreen pada tindak pidana 

pornografi. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat permasalahan ini 

menjadi tulisan yang berjudul : “KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL 

CETAKAN (SCREENSHOT/PRINT SCREEN) DALAM 

PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI’’ (Studi 

Putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kekuatan dari alat bukti screenshot/printscreen? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai alat bukti 

screenshot/printscreen dalam tindak pidana pornografi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kekuatan dan keabsahan alat bukti 

 
16 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul  16.25 

WIB 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
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screenshot/printscreen. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai alat bukti 

screenshot/printcreen dalam tindak pidana pornografi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan 

memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penulisan diharapkan dapat memberikan 

pemahaman kepada masyarakat dan berguna dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum 

serta dapat menjadi referensi penelitian-penelitan yang berkaitan 

dengan tulisan ini. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menjawab 

permasalahan yang sedang diteliti serta dapat memberikan 

masukan dan saran dalam pembuktian alat bukti berupa 

screenshot/printscreen. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi dengan pembuktian alat bukti 

berupa screenshot/printscreen di persidangan dan pertimbangan hakim 
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dalam mempertimbangkan alat bukti screenshot/printsreen dalam tindak 

pidana pornografi. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pembuktian 

 Dalam hukum acara pidana di Indonesia mengenal beberapa teori 

pembuktian, antara lain17: 

1. Conviction Intime 

Pada teori ini keyakinan hakim merupakan suatu pembuktian 

yang mutlak dimana teori ini bersifat subjektif. Dalam teori ini 

menjelaskan bahwa seorang hakim dalam memutus perkara tidak 

terikat alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan bebas 

dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. 

2. Conviction Raisonee 

Sistem pembuktian conviction in raisonee ini, hakim dalam 

memutus perkara tetap menggunakan keyakinannya, namun harus 

didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Conviction raisonee 

berbeda dengan convoction intime, dimana conviction intime, 

dimana conviction intime dimana conviction intime memberikan 

keleluasaan terhadap seorang hakim sedangkan conviction 

raisonee membatasi keyakinan seorang hakim. Hakim wajin 

menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan yang 

 
17 Agus Takariawan, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia, (Bandung 

: Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm.43 
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mendasari keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. 

3. Positive Wetteljik Wewijstheorie 

Pada dasarnya teori ini menjelaskan berdasarkan alat bukti 

Undang-Undang secara positif, dimana pembuktian telah 

ditentukan oleh Undang-Undang. Artinya, seorang hakim dapat 

memutus bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan alat-alat 

bukti yang telah terpenuhi secara Undang-Undang, sehingga 

hakim telah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya. 

4. Negatief Wettellijk Bewijs Theotrie 

Teori ini merupakan gabungan dari Conviction Raisonee 

Theory dengan Positive Wetteljik Wewijstheorie dimana dalam 

pembuktian ini menggunakan alat-alat bukti yang telah terpenuhi 

secara undang-undang dan juga menggunakan keyakinan seorang 

hakim untuk memutus bersalah atau tidaknya seseorang. 

2. Teori Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim 

Menurut Mackenzie, seorang hakim dapat melakukan 

pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, dengan 

menggunakan teori-teori sebagai berikut18: 

1. Teori Keseimbangan 

Dalam teori keseimbangan ini menjelaskan bahwa seorang 

hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat 

 
18 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif 

(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 
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dalam undang-undang serta kepentingan pihak yang terkait 

dalam memutus suatu putusan. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Teori ini merupakan teori yang digunakan hakim dalam 

penjatuhahan putusan oleh seorang hakim yang berdasarkan 

instink atau intuisi daripada pengetahuan seorang hakim. 

Kewenangan hakim dalam penjatuhan putusan akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi 

setiap pelaku tindak pidana. 

 

G. Metode Penelitian 

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara 

bagaimana melakukan penelitian, sedangkan pengertian metode penelitian 

secara luas adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan  metode 

ilmiah.19 Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah 

untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah20. 

 
19 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, (Depok : Prenada Media Group, 2018) hlm. 2-3 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

ReD, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.6 
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1. Tipe Penelitian 

Berdasarkan topik yang ingin diangkat oleh penulis adalah 

penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah 

metode hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis 

dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, 

komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan 

pasal demi pasal21. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang 

sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan sebagai berikut : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian dengan menggunakan bahan hukum 

berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam 

melakukan penelitian. Pendekatan ini juga dilakukan dengan cara 

menelaah undang-undang dengan permasalah yang sedang diteliti 

yang dimana telaah tersebut merupakan argument untuk 

memecahkan isu yang dihadapi22. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual ini dimulai dari pandangan- pandangan 

 
21 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

2006, hlm.129. 
22 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek (Surabaya : CV. Jakad 

Media Publishing, 2020), hlm. 87 
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dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, 

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi23. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

diperoleh tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun 

melalui sumber lain seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, 

dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya24. 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Pancasila, 

Peraturan Dasar, Peraturan perundang- undangan, Hukum yang 

tidak dikodifikasi, Yurisprudensi, dan Traktat. 

Dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan 

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Prenadademia Group, 

2016, hlm. 153-154. 
24 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan 

Praktik), (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 215 
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memahami bahan hukum primer, berupa   :   Rancangan   peraturan 

perundang-undangan, hasil karya ilmiah, jurnal, hasil-hasil 

penelitian, dan lain sebagainya25. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum penunjang bahan primer dan bahan 

hukum sekunder seperti Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang sesuai  dan berkaitan 

berupa studi kepustakaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-

undangan, putusan hakim, dokumen resmi, studi lapangan, dan 

publikasi jurnal-jurnal serta hasil penelitian. 

5. Teknik Pengelolaan Data 

Teknik pengelolaan data ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan sumber data primer yang dikelola kembali dan 

kemudian dilengkapi dengan menggunakan sumber data sekunder 

untuk menghasilkan data yang sesuai dengan fakta dan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh penulis. 

6. Analisis Data 

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis, analisis yang 

 
25 Ibid, hlm. 216 
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digunakan bersifat deskriptif analitis26, yaitu analisis dan menyajikan 

fakta yang sistematik sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

penarikan kesimpulan dengan penalaran deduktif yaitu pemikiran 

berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk diperlakukan 

secara khusus.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Sugiyono, Op.cit, hlm.12. 
27 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), hlm 18.  
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